BAB 4
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI PENELITIAN
Jalan provinsi di wilayah Kabupaten Tuban mempunyai panjang 81,77
Km jalan ini merupakan jalan pokok yang menghuungkan antara Kabupaten
Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro padatnya arus lalu lintas
di Tuban karena Tuban Merupakan Kabupaten yang mempunyai banyak
sekali tempat pariwisata yang terdiri dari lautan, goa, dan selain daerah
wisata juga terdapat pabrik semen gersik yang ada di kabupaten Tuban hal
inilah yang memicu peningkatan arus lalu lintas yang ada di Kabupaten
Tuban. Jumlah penduduk di Kabupaten Tuban pada tahun 2019 tercatat
1.189.855 jiwa dengan kenaikan rata-rata 0,67 % per tahun. Ruas Jalan
Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban yang perlu dipelihara dalam
tiap tahunnya, dapat di bagi menjadi 3 Ruas Jalan yaitu :
1. Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro — Ponco (Link 145).
2. Ruas Jalan Poco — Jatirogo (Link 147).
3. Ruas Jalan Pakah — Ponco (Link 146).
Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah semua ruas jalan
provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari :
a. Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro — Ponco (Link 145).
b. Ruas Jalan Poco — Jatirogo (Link 147).
c. Ruas Jalan Pakah — Ponco (Link 146).
Secara geografis Jalan Provinsi seperti yang terlihat pada Gambar 4.1
sebagai berikut.
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e LAUT JAWA u

PROVINSI
JAWA TENGAH

Sumber : UPT. PJJ Bojonegoro
Gambar 4.1 Peta Jaringan Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Tuban.

4.2 DATA RUAS JALAN KAJIAN
1. Data Inventarisasi Jalan
Data ruas jalan beserta kondisi kerusakan jalan provinsi berasal
dari UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro Yyang
merupakan kantor induk dari Pembantu UPT. Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Bojonegoro di Tuban dengan mengambil hasil survey kondisi
kerusakan yang telah dilakukan pada akhir tahun anggaran 2019, di
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laksanakan pada akhir anggaran karena hasil survey tersebut nantinya di
gunakan sebagai acuan untuk usulan program tahun 2020.

Tabel 4.1 Data Kerusakan Jalan Beraspal pada Tahun 2019

NOMOR
PANJANG
URU |RUA NAMA RUAS RUAS
T S
(KM)
1 2 3 4
1 Ruas Jalan Batas Kabupaten 3,660
Bojonegoro — Ponco (Link 145).
2 Ruas Jalan Poco — Jatirogo (Link 42,460
147).
3 Ruas Jalan Pakah — Ponco (Link 35,960
146).

Sumber : UPT. PJ JBojonegoro.

Macam-macam Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan
Data item pekerjaan pemeliharaan menurut kondisi jalan dan
harga satuan pekerjaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tuban
Tabel 4.2 Item Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan

Harga Satuan
No Item Pekerjaan Unit

(Rp)

I Pemeliharaan Rutin
(‘untuk jalan kondisi baik )
Perawatan saluran tepi jalan
Perataan bahu jalan 63.560,00 | Rp/m?
Pembersihan gorong-gorong
Babatan semak

Tambal Sulam dengan HRS-L

- ®©® O T
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Il | Pemeliharaan Berkala
(untuk jalan kondisi sedang )

a | Recondisi pada kerusakan pondasi
jalan (Deep Patching)

b | Overlay dengan menggunakan AC 9.676,00 [Rp/m?
— L (Laston Atas Levelling)

c. | Bangunan Pelengkap (Saluran,
Bahu Jalan, Tembok Penahan)

111 | Peningkatan

(‘untuk jalan kondisi rusak )

a | Recondisi pada kerusakan pondasi
jalan (Deep Patching)

b | Overlay dengan menggunakan 9.676,00 Rp/m?
Lapis Pondasi Atas (ATB - L)
c Laston Atas ( AC)

d | Bangunan Pelengkap (Saluran,
Bahu Jalan, Tembok Penahan)

IV | Rekonstruksi
(untuk jalan kondisi rusak berat)
a | Reconstruksi (LPB, LPA)

b | Lapis Pondasi Atas (ATB) 8.463.731,00 [Rp/m?
Laston Atas ( AC)

Sumber : UPT. PJ JBojonegoro.

3. Data Pendanaan Jalan
Data berasal dari Usulan Program Paket Tahun 2019 UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro. Data ini dipilih untuk
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digunakan dalam penelitian karena kelengkapannya dan merupakan
data terbaru yang diusulkan untuk ditangani pada tahun tersebut.

Tabel 4.3 Realisasi Pendanaan Pemeliharaan Jalan Tahun 2018 - 2020

.. Sumber Pendanaan APBD
No Realisasi Pendanaan . .
Provinsi Jawa Timur
1 Realisasi Pendanaan Tahun 2018 14.198.418.000,00
2 Realisasi Pendanaan Tahun 2019 12.992.141.000,00
3 Realisasi Pendanaan Tahun 2020 16.059.516.000,00

Sumber : UPT. PJ JBojonegoro.

4.3 PENYUSUNAN KRITERIA PRIORITAS
1. Penyusunan Kriteria Prioritas Pemeliharaan Jalan

Proses penyusunan Kriteria prioritas pemeliharaan jalan provinsi
di kabupaten Tuban, khususnya diperuntukkan untuk melengkapi
masukan (input) bagi model Proses Hierarki Analitik (Analytical
Hierarchy Process — AHP) yang akan digunakan sebagai alat bantu
pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Metode Analytical
Hierarchy Process dipilin sebagai alat bantu dengan pertimbangan
seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2. Struktur umum model AHP
yang diaplikasi dalam studi ini disampaikan pada Gambar 3.2, dalam
gambar tersebut proses AHP membutuhkan 2 masukan utama, yakni
alternatif dan bobot kriteria.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai alternatif adalah
daftar kebutuhan penanganan pemeliharaan jalan. Sedangkan bobot
kriteria merupakan hasil penilaian stakeholders terhadap kriteria
prioritas pemeliharaan jalan yang diajukan. Adapun Kriteria prioritas
pemeliharaan jalan yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan
pada Tabel 3.3, penetapan kriteria melalui studi literatur, diskusi dengan
dinas terkait serta masukan dari ahli, didapat 4 (empat) kriteria dominan
yang dapat mempengaruhi terhadap penentuan prioritas pemeliharaan
suatu ruas jalan.
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Dalam hal ini proses penilaian kriteria dilakukan dengan metoda
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan mengajukan
pertanyaan kepada responden yang terpilih yang mengarahkan untuk
mengetahui persepsi mereka terhadap tingkat kepentingan relatif dari
kriteria-kriteria yang diajukan. Contoh formulir survey disampaikan
pada Lampiran 1 dan proses serta hasil survey wawancara untuk
penyusunan Kriteria prioritas pemeliharaan jalan Provinsi di kabupaten
Tuban disampaikan dalam beberapa sub bab berikut ini.

2. Survey Persepsi Stakeholder
a. Responden dan Pelaksanaan Survey

Responden yang dipilih untuk memberikan penilaian bobot
terhadap kriteria prioritas pemeliharaan jalan Provinsi di kabupaten
Tuban terdiri dari 3 kelompok yakni; (1) Kepala Pembantu UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro di Tuban wakil Dinas
Pekerjaan Umum, (2) wakil Dinas Perhubungan dan (3) wakil
Masyarakat.

Dari rangkaian survey yang dilakukan diperoleh sebanyak 30
responden yang mengisi formulir survey sebagaimana ditunjukkan
pada Lampiran 1 secara konsisten. Responden tersebut terdiri dari 10
wakil Dinas Pekerjaan Umum, 10 wakil Dinas Perhubungan, 10
wakil Masyarakat. Survey dilakukan dengan cara wawancara
langsung di mana peneliti menemui langsung para responden.
Presentasi Data Hasil Survey

Data hasil survey yang diperolen dari 30 responden
memperlihatkan distribusi perangkingan kriteria menurut kelompok
responden seperti yang disampaikan pada Tabel 4.4 dan pada
Gambar 4.2. Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa rangking 1, atau
kriteria yang dianggap paling penting, paling banyak diduduki oleh
kriteria 1 kondisi Perkerasan / struktur jalan yaitu 10 responden
(33,33%), selanjutnya 8 responden (26,67%) menempatkan kriteria 2
tuntutan para pengguna jalan, kemudian 7 responden (23,33%)
menempatkan kriteria 3 kondisi trafik / lalu lintas dan terakhir 5
responden (16,67%) menempatkan kriteria 4 kondisi tingkat

pelayanan.
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Tabel 4.4 Perangkingan Kriteria Menurut Kelompok Responden

Kriteria dan

Kelompok Responden

Perangkinga

n

Rangki
ng

Rangki

ng
2

Rangki

ng
3

Rangki
ng

1 Kondisi Perk. / Struktur Jalan
a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum
b. Wakil Dinas Perhubungan
c. Wakil Masyarakat
Jumlah 1
2 Kondisi Trafik / Lalu Lintas
a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum
b. Wakil Dinas Perhubungan
c. Wakil Masyarakat
Jumlah 2

© N o1

~N W W

~N P W W

o N W

O B~ N W
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3 Kondisi Tingkat Pelayanan
a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum
b. Wakil Dinas Perhubungan
c. Wakil Masyarakat
Jumlah 3
4 Tuntutan Para Pengguna Jalan
a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum
b. Wakil Dinas Perhubungan
c. Wakil Masyarakat
Jumlah 4

N R N
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~N W NN
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10

10

Sumber : Hasil Analisis
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Dari uraian data tersebut di atas untuk rangking-rangking
selanjutnya, dimana untuk rangking 2 pilihan responden paling
banyak juga jatuh pada kriteria 3 kondisi tingkat pelayanan yakni
sebanyak 9 responden (30%) sedangkan untuk rangking 3 pilihan
responden paling banyak jatuh pada kriteria 2 yaitu Kondisi Trafik /
Lalu Lintas yakni sebanyak 10 responden ( 33,33%) dan untuk
rangking 4 pilihan responden paling banyak jatuh pada kriteria 3
yaitu kondisi tingkat pelayanan sebanyak 9 responden yakni
(30.00%)

14

M Rangking 1

B Rangking 2
m Rangking 3
® Rangking 4

Kondisi

Kondisi Trafig Tingkat Tuntutan

Perkerasan Pelayanan Pengguna

Sumber : dari perhitungan
Gambar 4.2 Distribusi Perangkingan Kriteria Prioritas Pemeliharaan Jalan
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Dari  hasil distribusi perangkingan ini terlihat bahwa
kecenderungan para responden dalam memilih rangking sangat
dipengaruhi oleh persepsi kepentingan mereka. Katakanlah untuk
wakil Dinas Pekerjaan Umum dan wakil Dinas Perhubungan perhatian
mereka terhadap kondisi perkerasan / struktur jalan dan besarnya lalu
lintas yang lewat tanpa berfikir kondisi tingkat pelayanan dan tuntutan
para pengguna jalan. Semua responden berfikir bahwa kondisi struktur
jalan merupakan kriteria dominan yang paling diutamakan. tanpa
memperhatikan volume lalu lintas yang lewat.

3. Pembobotan Kriteria
a. Proses Pembobotan
Setelah data persepsi stakeholders terhadap kriteria terkumpulkan
maka proses selanjutnya adalah membentuk matriks perbandingan
berpasangan (pairwise comparison matrix). Kemudian dihitung
bobot relatif setiap kriteria untuk masing-masing responden, per
kelompok stakeholders, dan terakhir menggabungkannya untuk
mendapatkan bobot kriteria secara keseluruhan.

Proses dan hasil perhitungan selengkapnya disampaikan pada
Lampiran 2, yakni yang terkait dengan pembentukan matriks
perbandingan berpasangan, uji konsistensi dan estimasi bobot
kriteria per kelompok stakeholders dan secara keseluruhan. Dalam
sub bab berikut akan disampaikan beberapa bahasan penting yang
ditemukan dari hasil perhitungan tersebut.

b. Matriks Perbandingan Berpasangan dan Uji Konsistensi
Tabel 4.5 menyajikan contoh matriks perbandingan berpasangan
untuk satu responden dari wakil Pembantu UPT. Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Bojonegoro di Tuban, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jawa Timur. Hasil wawancara dapat diterjemahkan ke
dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 4.5.



Tabel 4.5 Contoh Matrik Perbandingan Berpasangan
Pairwise Comparison Matrix - DPU
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Kriteria [Kriteria |Kriteria | Kriteria |Kriteria| Geom | Rel. | Eigen |Ranking
I 1 11 IV | Mean [Weight| Value

I 1/1 9/1 31 5/1 |3,887 | 0,558 | 3,409 1

1 1/9 11 1/5 5/1 |4,838 | 0,094 | 0,577 3

i 1/3 5/1 11 7/1 13,804 | 0,302 | 1,848 2

v 1/5 1/5 17 /1 |4,960 | 0,045 | 0,275 4
Total |17,489| 1,000 6,109
) Max 4,372
Cl 0,124
CR 0,088

Sumber : Hasil Analisis
Demikian langkah yang digunakan dalam perhitungan untuk

memperoleh  bobot

sebagai berikut:
Penentuan prioritas secara umum oleh stakeholder dapat

diurutkan sebagai

relatif antar kriteria dapat di gambarkan

berikut: " Urutan prioritas atau tingkat

kepentingannya dari keempat kriteria penanganan jaringan jalan di

bawaht ini.
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Urutan Prioritas Responden DPU
KRITERIA RANGKING
Kondisi Perkerasan Struktur Jalan 2 3 4
Kondisi Trafik / Lalu Lintas 2 4

Kondisi Tingkat Pelayanan

>

Tuntutan Para Pengguna Jalan

Sumber : Pendapat Responden DPU
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Hasil pendapat responden pada Tabel 4.6 memberikan urutan
prioritas atau tingkat kepentingannya adalah :

Rangking 1 : Kondisi Perkerasan / Struktur Jalan
Rangking 2 : Kondisi Tingkat Pelayanan
Rangking 3 : Kondisi Trafik / Lalu Lintas
Rangking 4 : Tuntutan Para Pengguna Jalan

Dari hasil wawancara ke respondent dengan pertanyaan : "Seberapa
penting Kriteria A relatif terhadap Kriteria B?" akan dapat dibentuk
Pairwise Comparison Matrix.
Kriteria mana yang anda Seberapa besar perbedaan
anggap lebih penting ? tingkat kepentingannya ?

Kriteria A atau Kriteria B 12 3 45 67 89

[V]Kondisi Perkerasan [ Jondisi Trafik [N ][ ][ ][ ][] ][]
[ V]Kondisi Perkerasan [ Tingkat Pelayanan [ ][] [ ][ ][ 11N ][]
[V]Kondisi Perkerasan [ JTuntutan Pengguna [ [ ][ ][ ][] ][ ][]
[V]Kondisi Trafik [ Jringkat Pelayanan [ | (][] ] C1CICIN]
[ JKondisi Trafik [V Jruntutan Pengguna [V ][] [ ][] [C] ] C1C1[]
[ITingkat Pelayanan - [N]Tuntutan Pengguna [ ][] ][] ][]

Adapun skala penilaian tingkat kepentingan antar dua kriteria tertentu
dinilai dengan kaidah sebagai berikut :
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Tabel 4.7 : Kriteria Penilaian AHP

Perbandingan tingkat N
. o Definisi .
kepentingan antara kriteria Penilaian Penjelasan
A dengan kriteria B
Kriteria A sama penting dengan
1 Sama penting | kriteria B
3 Relatif lebih ;Literig A relatif Iepih penting
penting ibandingkan kriteria B
5 Kriteria A lebih penting
Lebih penting | dibandingkan kriteria B
Kriteria A sangat lebih penting
7 Sangat penting
dibandingkan kriteria B
Jauh lebih Kriteria A jauh lebilt penting
9
penting dibandingkan kriteria B
Penilaian diantara nilai relatif
2,4,6,8 Nilai antara lainnya

Sumber : Marimin, 2004

1) Menghitung rata-rata Geometrik (Geometric Mean) setiap baris,
dengan persamaan berikut:

Wi = \/(Wil x Wi2 x Wi3)
=N(1x3x5x7)
= 3,201
Selanjutnya untuk baris kedua sampai dengan keempat dengan
perhitungan yang sama.
2) Jumlahkan seluruh rata-rata geometrik dari
langkah 2 Wt = W; + W, + Wn
a. 3,201 + 0,760 + 1,627 + 0,253
b. 5,840
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3) Normalisasi jumlah rata-rata geometrik setiap baris hasil
langkah 2 dengan membanginya dengan jumlah total
rata-rata geometrik hasil langkah 3 untuk mendapatkan
bobot relatif (Relative Weight) setiap kriteria:

Wi (relatif)= Wi/ Wt
= 3,201 /5,840
= 0,548

4) Menghitung nilai Eigen Value dengan langkah sebagai berikut :
(1x0,548) + (3% 0,130) + (5 x 0.278) + (7 x 0,043)
0,548

EV baris pertama =

= 3,760
5) Menghitung nilai A mas (eigenvalue maksimum) sebagai berikut

16,638

A maks =

= 4,159
6) Menghitung nilai Indeks Konsistensi (CI) dan Ratio Konsistensi
(CR)

CI=(Amaks-n)/(n-1)
(4,159-4)/(4-1)
= 0,053

CR =CI/RI

0,053/0,9
0,059 dengan syarat harus kurang dari < 0,10

Untuk responden contoh diatas diperoleh hasil bobot
untuk kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 masing-
masing sebesar 0.583 (rangking 1); 0,256 (rangking 2); 0,087
(rangking 3) dan 0,075 (rangking 4). Tingkat konsistensi yang
ditunjukkan oleh nilai CR (Consistency Ratio) sebesar 0,059
atau lebih kecil dari syarat maksimum yang diijinkan yakni
sebesar 0,10.

Detail matriks perbandigan berpasangan untuk setiap
responden disampaikan pada Lampiran 2. Tabel 4.7
menyampaikan hasil uji konsistensi secara umum untuk semua
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responden. Secara umum dari 30 responden yang jawabannya
konsisten, diperoleh nilai rasio konsistensi (CR) yang cukup
baik, yakni 0,059 relatif sangat konsisten dibandingkan dengan
nilai CR maksimum sebesar 0,10.

Hasil uji konsistensi ini dapat dikatakan bahwa
pembobotan yang dilakukan oleh responden tersebut lulus dari
uji konsistensi dan layak untuk digunakan sebagai basis untuk
membuat matriks kinerja (performance matrix) setiap alternatif
atau daftar kebutuhan penanganan pemeliharaan jalan provinsi
di kabupaten Tuban.

Tabel 4.8 Hasil Uji Konsistensi

Kelompok Stakeholder
Indikasi Rata-
Konsistensi Dinas rata
DPU Perhubungan | Masyarakat
A Max 4,159 4,038 4,168 4,121
Cl 0,053 0,012 0,056 0,040
CR 0,038 0,009 0,039 0,028

Sumber : Hasil Analisis

Bobot Kriteria Menurut Kelompok Stakeholders

Hasil pembobotan kriteria menurut kelompok stakeholders:
wakil Dinas Pekerjaan Umum, wakil Dinas Perhubungan dan wakil
Masyarakat disampaikan pada Gambar 4.3 berikut ini.
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0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Perkerasar Lintas Pelayanan  Masyarakat

H Dinas Pekerjaan Umum

B Dinas Perhubungan Tuban

Tuntutan Masyarakat

Kondisi Kondisi Lalu  Kondisi Tuntutan

Sumber : hasil analisis

Gambar 4.3 Bobot Kriteria Menurut Kelompok Stakeholders

Grafik yang ditampilkan pada Gambar 4.3 tersebut
membuktikan bahwa kriteria 1 kondisi struktur jalan dan kriteria
2 kondisi lalu lintas mendapatkan bobot yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kriteria lainnya. Bobot tertinggi untuk kriteria 1
kondisi struktur jalan diberikan oleh kelompok stakeholders yang
mewakili dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar 0,548. Sedangkan
untuk kriteria 2 kondisi lalu lintas bobot tertinggi diberikan oleh
kelompok responden yang mewakili dari Dinas Perhubungan sebesar
0,582. Untuk kriteria 4 tuntutan masyarakat dan kriteria 3 kondisi
pelayanan masing-masing mempunyai bobot tertinggi sebesar 0,263
dan 0,231.

Hal ini juga membuktikan bahwa secara keseluruhan kriteria
kondisi struktur jalan dan kondisi lalu lintas mendapatkan bobot
kriteria yang tinggi oleh semua stakeholders, kecuali bobot dari wakil
masyarakat untuk kriteria kondisi lalu lintas bobot nilainya dibawah
baobot nilai dari kriteria tuntutan masyarakat.
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d. Bobot Kriteria Keseluruhan

Hasil pembobotan kriteria menurut kelompok stakeholder yang
disampaikan pada Gambar 4.2 dapat diambil rata-rata untuk
memperoleh bobot kriteria secara keseluruhan dengan metoda rata-
rata aritmetika biasa. Hasil pembobotan secara keseluruhan
disampaikan pada Tabel 4.8.

Dari hasil bobot total rata-rata secara keseluruhan diperoleh
bahwa kriteria 1 kondisi struktur jalan dan kriteria 2 kondisi lalu
lintas mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan kriteria
yang lain dengan nilai bobot yang hampir sama, yakni masing-
masing 0,392 dan 0,243. Sedangkan untuk kriteria 3 kondisi
pelayanan dan kriteria 4 tuntutan masyarakat masing - masing hanya
memperoleh bobot sebesar 0,229 dan 0,134.

Tabel 4.9 Bobot Kriteria Keseluruhan

Dinas Bobot
Kriteria DPU |Perhubungan | Masyarakat |Rata-rata

1. Kondisi Struktur Jalan 0,548 0,470 0,159 0,392
2.Kondisi Lalu Lintas 0,130 0,357 0,242 0,243

3. Kondisi Pelayanan 0,278 0,092 0,318 0,229

4. Tuntutan Masyarakat 0,043 0,080 0,280 0,134

Sumber : Hasil Analisis AHP

Hasil pembobotan rata-rata untuk setiap Kkriteria secara

keseluruhan ini bersama-sama dengan hasil skoring akan digunakan
sebagai dasar untuk membentuk matriks Kinerja (performance matrix)
dari setiap alternatif ruas jalan yang akan ditangani sehingga diperoleh
prioritas penanganan dari setiap ruas jalan sesuai dengan program
penanganan yang dibutuhkannya. Proses skoring dan penyusunan
prioritasi penanganan ruas jalan ini disampaikan dalam beberapa sub

bab berikut ini.
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4.4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Analisa Pendahuluan
Berikut ini adalah data yang telah penulis terima dari UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jawa Timur yaitu data inventarisasi kerusakan jalan di bawah

Ini:
Tabel . 4.10
Data Inventarisasi Kerusakan Jalan
Rekapitulasi Fungsi dan Kondisi Jalan Kabupaten
Per Ruas
Ruas Jalan Panjang Patok KM Fungsi
NOMOR  |Nama Survei (km) ™ ke | Afkm) | K2(km) | K3(km) | Kéfkm] | Likm) | Lnfkm|
145 Bts. Kab. Bojonegoro - Ponco 366 1134880 | 117+550 - 366
138 Ponco - Jatirogo [Bts. Frov. Jateng) 424 1174550 | 160+010 - 414
147 Patzh-Ponc % | 1:80 | &0 - 5%
Totd 208 - 9208
Persentase - 100
Tipe / Kondisi Perkerasan Tipe / Kondisi Perkerasan Tak Dapat | Lebar
Beton (k| Asgal(em) | Lapen (em) | B (k) | Sedang | Rusak | Rusak Berat] Kerikd k| Tanah )| Baik (km) | Sedang | Rusak |Rusak Berge| Dt (K | Perterasan
(km) |Ringan [km)|  [km] [km) |Ringan [km)| (km) (m]
366 - 36 - - - - - - - - - - 70
424 - A L - - - - - - - 540
15% - el B 1w - - - - - - - - 74
828 c 88| 1| 30| 0%
10 - ogs|  ox]  om[ o

Sumber : UPT. PJJ Bojonegoro
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2. Kebutuhan Penanganan Pemeliharaan Jalan

Dalam penyusunan program dan Kkegiatan penanganan
pemeliharaan jalan, perlu dilakukan perencanaan dengan baik,
perencanaan ini di dapat berdasarkan parameter kerusakan yang terjadi.
Dengan mengetahui luasan setiap jenis kerusakan yang terjadi disuatu
ruas jalan maka kondisi ruas jalan tersebut dapat ditentukan berdasarkan
data kondisi kerusakan jalan yang dimiliki oleh UPT. Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur.

Dalam menyusun kebutuhan penanganan jalan untuk semua ruas
jalan yang ada di wilayah Pembantu UPT. Pengelolaan Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Tuban yakni jalan yang dalam kondisi baik akan
ditangani dengan pemeliharaan rutin, sedangkan ruas jalan dalam
kondisi sedang ditangani dengan pemeliharaan berkala adapun ruas jalan
yang saat ini dalam kondisi rusak ditangani dengan peningkatan dan
ruas jalan yang kondisinya rusak berat ditangani dengan rekonstruksi.

Dalam menghitung kebutuhan biaya penanganan tiap-tiap ruas
jalan berdasarkan data yang diperoleh dari Pembantu UPT. Pengelolaan
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tuban, untuk biaya penanganannya
yang telah di uraikan dalam Tabel 4.2 tentang jenis item pekerjaan dan
harga satuan pekerjaan pemeliharaan dengan ketersediaan alokasi dana
100 %. Hasil perhitungan kebutuhan biaya penanganan pemeliharaan
jalan untuk semua ruas jalan ditunjukkan pada Tabel 4.11.
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Tabel 4.11 Kebutuhan Biaya Penanganan Pemeliharaan

NOM PANJA
OR KOND NG
ISI JENIS BIAYA
PENA
NGAN
UR|[RU NAMA RUAS |JALA |PENANGAN| AN
UT [AS N AN Km (Rp)
112 4 5 6 7
1 |146| Ponco — Jatirogo Baik Rutin 32.060 | 3.073.816.620,-
Ponco — Jatirogo sedang|Pem. Berkala | 7.200 | 3.549.600.000,-
Ponco — Jatirogo RR [ Peningkatan | 2.700 |20.230.676.100,-
Ponco — Jatirogo RB [Rekonstruksi | 0.500 3.825.376,-
2 |145| Bojonegoro — Ponco | Baik Rutin 3.660 350.909.820,-
Bojonegoro — Ponco |sedang - - -
Bojonegoro — Ponco| RR - - -
Bojonegoro — Ponco| RB - - -
3 |147| Pakah — Ponco Baik Rutin 21.060 | 2.019.169.620,-
Pakah — Ponco sedang|Pem. Berkala | 13.700 | 6.754.100.000,-
Pakah — Ponco RR [ Peningkatan | 1.200 | 8.991.411.600,-
Pakah — Ponco RB - - -

Sumber : Hasil Analisis

3. Penyusunan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan

Pada sub bab ini akan disampaikan mengenai proses dan hasil
prioritasi kegiatan penanganan jalan provinsi di Wilayah kabupaten
Tuban. Proses prioritasi dilakukan dengan alat bantu metoda Analytical
Hierarchi Process (AHP) yang latar belakang teoretis serta metodanya
disampaikan pada Bab 3. Di atas telah disampaikan mengenai kebutuhan
penanganan pemeliharaan jalan berikut dengan perkiraan biaya yang

dibutuhkan.

Dalam metoda Analytical

Hierarchi

Process yang
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digunakan sebagai alat bantu analisis untuk menentukan prioritas
penanganan pemeliharaan jalan ini disebut sebagai alternatif
(alternative).

Pada Sub Bab diatas telah disampaikan pula mengenai bobot dan
variabel kriteria yang dipakai sebagai masukan dalam AHP yang disebut
sebagai weighting variables. Sedangkan proses skoring (scoring) dari
setiap alternatif untuk masing-masing variabel kriteria akan disampaikan
sebagai berikut.

a. Proses Prioritasi Penanganan Jalan
Proses prioritas penanganan jalan provinsi di kabupaten Tuban
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pada setiap ruas jalan dilakukan proses skoring terhadap masing-
masing kriteria dan variabelnya dengan metoda skoring seperti
yang disampaikan pada Bab 3.

2) Kemudian dibuat matriks kinerja (performance matrix) dengan
mengalikan hasil skoring Langkah 1, dengan bobot relatif setiap
kriteria (lihat Lampiran 4).

3) Prioritasi penanganan jalan setiap ruas jalan dilakukan dengan
membandingkan Kinerja setiap segmen ruas jalan terhadap kriteria,
hasil Langkah 2, di mana segmen ruas jalan yang memberikan
nilai skor terbobotkan yang lebih tinggi akan diprioritaskan
penanganannya.

b. Penyampaian Hasil Skoring dan Prioritas Penanganan Ruas Jalan
Pada Lampiran 1,2 dan 3 menunjukkan hasil skoring

sedangkan Lampiran 4 menunjukkan hasil performance matrix dan
Lampiran 5 menunjukkan hasil prioritasi penanganan ruas jalan.
Hasil penilaian kriteria dan perangkingan yang dilakukan untuk
seluruh ruas jalan disajikan pada Lampiran 5. Dalam lampiran ini
dapat dilihat urutan prioritas penanganan ruas jalan berdasarkan
penilaian kriteria yang telah dilakukan. Pada pekerjaan pemeliharaan
rutin menempati urutan pertama prioritas penanganan, diikuti dengan
pemeliharaan berkala selanjutnya untuk pekerjaan peningkatan jalan
kemudian pekerjaan rekonstruksi.



107

4. Program Penanganan Jalan dengan Beberapa Skenario
Ketersediaan Dana
a. Program Penanganan Jalan Tahunan dengan Skenario Alokasi Dana
100 % Ketersediaan Dana
Dari data yang ditampilkan dalam Tabel 4.9, Ruas jalan
provinsi di kabupaten Tuban yang membutuhkan penanganan
pemeliharaan rutin sepanjang 56.780 Km, pemeliharaan berkala
dengan total panjang penanganan 20,900 km, peningkatan dengan
total panjang 3,900 km dan rekonstruksi dengan total panjang 0,350
Km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.
44.973.509.136,80 Resume alokasi biaya per jenis penanganan
ditampilkan dalam Tabel 4.12
Tabel 4.12 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 100 %

Panjang Ruas
Jalan Alokasi Biaya
No Penanganan
(KM) (Rp)

1 Rutin 56,780 5.443.896.060,00
2 Berkala 20,900 10.303.700.000,00
3 Peningkatan 3,900 29.222.087.700,00
4 Rekonstruksi 0,350 3.825.376,80

Total 44.973.509.136,80

Sumber : Hasil Analisis
Bila Anggaran tersebut di laksanakan sesuai alokasi dana maka
akan mengakibatkan total panjang jalan 81,580 Km dalam daftar
kebutuhan. berada dalam kondisi baik sepanjang tahun, dimana level
kondisi seluruh ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten
Tuban, akan diposisikan pada posisi Indek Kerusakan Jalan (1KJ)
sama dengan 0.
b. Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 75 %
Ketersediaan Dana
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya
ditampilkan dalam Lampiran 5. Pemeliharaan rutin diberikan kepada
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3 ruas jalan dengan total panjang 80,079 km, pemeliharaan berkala
diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 20,900 km,
peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 2,399
km. Total biaya vyang dibutuhkan adalah sebesar Rp.
33.730.131.852,60. Resume alokasi biaya per jenis penanganan

ditampilkan dalam Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 75 %

Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya
No | Penanganan
(KM) (Rp)
1 Rutin 56,780 5.443.896.060,00
2 Berkala 20,900 10.303.700.000,00
3 Peningkatan 2,399 17.982.535.792,60
4 Rekonstruksi - -
Total 33.730.131.852,60

Sumber : Hasil Analisis
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Rerka Peningkat Rekonstru

Jenis

M Penanganan 100%

= Penanganan 75%

Sumber : hasil analisis

Gambar 4.4 : Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Skenario
Alokasi Dana 75 % Ketersediaan Dana
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Pada Gambar 4.4 menunjukkan adanya keterbatasan anggaran
dalam penanganan jalan dengan alokasi dana 75% dari total
kebutuhan, maka untuk penanganan Peningkatan dengan kondisi
jalan rusak sedang tidak dapat di tangani secara keseluruhan namun
hanya dapat dikerjakan 61,54 % dari total kebutuhan anggaran untuk
pekerjaan peningkatan, sebagai akibat keterbatasan dana.

c. Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 50 %
Ketersediaan Dana
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya
ditampilkan dalam Lampiran 5. Pemeliharaan rutin diberikan 3
ruas jalan dengan total panjang 56,780 km sedangkan untuk
pemeliharaan berkala diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total
panjang penanganan 20,900 km, peningkatan diberikan kepada 2
ruas jalan dengan total panjang 0,899 km. Total biaya yang
dibutuhkan adalah sebesar Rp. 22.486.754.568,40. Resume alokasi
biaya per jenis penanganan ditampilkan dalam Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 50 %

Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya
No | Penanganan
(KM) (Rp)

1 Rutin 56,780 5.443.896.060,00
2 Berkala 20,900 10.303.700.000,00
3 Peningkatan 0,899 6.739.158.508,40
4 Rekonstruksi - -

Total 22.486.754.568,40

Sumber : Hasil Analisis
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Sumber : hasil analisis
Gambar 4.5 : Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Skenario
Alokasi Dana 50 % ketersediaan Dana

Pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa dengan adanya keterbatasan
dana 50% kebutuhan, maka penanganan rekonstruksi untuk kondisi jalan
rusak berat tidak ada alokasi dana sehingga tidak dapat dikerjakan.
Sebagai akibat keterbatasan dana maka pekerjaan peningkatan jalan
hanya  mendapatkan sisa dana, yang seharusnya sebesar Rp.
29.222.087.700,00 dengan panjang ruas penanganan 3,900 km menjadi
Rp.17.982.535.792,60 dengan panjang ruas 2,399 km. Sedangkan
penanganan untuk pemeliharaan rutin dan berkala dapat dikerjakan 100
% dari total kebutuhan anggaran. Persentase panjang total ruas jalan
beraspal yang dapat ditangani sebesar 96,32 % dari total kebutuhan
dana.

d. Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 25 %
Ketersediaan Dana



111

Hasil simulasi penerapan skenario ini dapat di lihat dalam Lampiran 5.
Pemeliharaan rutin diberikan kepada 3 ruas jalan dengan total panjang
56,780 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 2 ruas jalan dengan
total panjang 11,763 km, untuk pekerjaan peningkatan dan rekonstruksi
tidak dapat dilaksanakan. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar
Rp.11.243.377.284,20. Resume alokasi biaya per jenis penanganan
ditampilkan dalam Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 25 %

Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya
No | Penanganan
(KM) (Rp)
1 Rutin 56,780 5.443.896.060,00
2 Berkala 11,763 5.799.481.224,20
3 Peningkatan - -
4 Rekonstruksi - -
Total 11.243.377.284,20

Sumber : Hasil Analisis
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Sumber : Hasil Analisis
Gambar 4.6 Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan
Skenario Alokasi Dana 25 % ketersediaan Dana
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Pada Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa dengan adanya keterbatasan
dana sebesar 25% dari kebutuhan maka penanganan rekonstruksi untuk
kondisi jalan rusak berat dan peningkatan tidak dapat dikerjakan.
Sedangkan untuk pekerjaan berkala menjadi urutan yang terakhir
mendapatkan sisa dana, yang seharusnya sebesar Rp. 10.303.700.000,00
dengan panjang penanganan 20,900 km menjadi Rp. 5.799.481.224,00
dengan panjang ruas 11,763 km. Sedangkan penanganan pemeliharaan
rutin masih dapat dikerjakan 100 % dari kebutuhan. Persentase panjang
total ruas jalan beraspal yang dapat ditangani sebesar 84,02 % dari
kebutuhan.
. Program Penanganan Jalan yang ada di wilayah pembantu UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tuban tahun
Anggaran 2020. Pada tahun 2020 Wilayah pembantu UPT. Pengelolaan
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tuban mendapatkan anggaran sebesar
35,71 % dari total kebutuhan anggaran kemudian dari anggaran tersebut
dapat diterapkan simulasi atau penerapan dengan skenario yang
selengkapnya telah ditunjukkan dalam Lampiran 5. Pemeliharaan rutin
diberikan kepada 3 ruas jalan dengan total panjang 56,780 km,
pemeliharaan berkala diberikan kepada 1 ruas jalan dengan total panjang
1,700 km peningkatan diberikan kepada 1 ruas jalan dengan total
panjang 3,900 km sedangkan untuk pekerjaan rekonstruksi karena
anggaran tidak mencukupi maka tidak dapat dilaksanakan atau
dikerjakan. Total biaya yang terealisasi pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp.16.059.516.000,00. Resume alokasi biaya per jenis penanganan
ditampilkan dalam Tabel 4.16.
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Tabel 4.16 : Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana sesuai
Kemampuan Pembantu UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan di

Kabupaten Tuban
Panjang Ruas
Jalan Alokasi Biaya
No | Penanganan
(KM) (Rp)

1 Rutin 56,780 5.279.799.000,00
2 Berkala 1,700 4.000.000,00
3 Peningkatan 3,900 6.779.717.000,00
4 Rekonstruksi - -
Total 16.059.516.000,00

Sumber : Hasil Analisis

B Penanganan 100%

B Kemampuan
Keuangan

D Berk Peningk Rekonstr
Jenis

Sumber : Hasil Analisis
Gambar 4.7 . Panjang Ruas Jalan yang Ditangani sesuai
Kemampuan  Pembantu  UPT. PJJ
Bojonegoro di Tuban
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Pada Gambar 4.7 memperlihatkan bahwa dengan adanya
keterbatasan dana (35,71% kebutuhan) maka penanganan Pemeliharaan
Berkala dan Peningkatan jalan tidak dapat dikerjakan semua karena
keterbatasan dana. Penanganan pemeliharaan berkala hanya dapat
dilaksanakan pada 1 ruas jalan yaitu di jalan jurusan Ponco — Jatirogo
(Link 146) sepanjang 1,700 Km dan Pekerjaan Peningkatan Jalan juga 1
ruas yaitu Pakah — Ponco (Link 147) dengan anggaran sebesar Rp.
6.779.717.000,00. Sedangkan penanganan pemeliharaan rutin harus
mendapatkan prioritas dalam menerima alokasi dana. Dengan
keterbatasan dana ini maka ruas jalan tidak dapat ditangani sesuai
dengan kebutuhan yang ada. Rincian pembiayaan per jenis penanganan
untuk setiap skenario alokasi dana penanganan disajikan dalam Tabel
4.17 dan perbandingan alokasi biaya divisualisasikan pada Gambar 4.8.

Tabel 4.17 Skenario Biaya Penanganan Jalan sesuai Alokasi Dana

Skenario Alokasi Dana

Kemampuan
No [ Penanganan 100% 75% 50% 25%

Anggaran

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 | Rutin 5.443.896.060,00|  5.443.896.060,00 5.443.896.060,00 5.443.896.060,00| 5.279.799.000,00
2 | Berkala 10.303.700.000,00[  10.303.700.000,00| 10.303.700.000,00| 5.799.481.224,20| 4.000.000.000,00
3 | Peningkatan |29.222.087.700,00] 17.982.535.792,60| 6.739.158.508,40 -| 6.779.717.000,00
4 | Rekonstruksi 3.825.376,80
Total 44.973.509.136,80| 33.730.131.852,60| 22.486.754.568,40 11.243.377.284,20| 16.059.516.000,00

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 4.17, untuk skenario alokasi dana 75 %
ketersediaan dana sebesar Rp. 33.730.131.852,60 persentase realisasi
pembiayaan untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala adalah
100 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan persentase
realisasi pembiayaan untuk Peningkatan adalah hanya 61,54 % dari
kebutuhan menurut kondisi kerusakan sedangkan untuk reconstruksi
tidak dapat di anggarkan. Skenario alokasi dana 50% ketersediaan dana
sebesar Rp. 22.486.754.568,40 persentase realisasi pembiayaan untuk
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pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala tetap 100 % dari
kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan persentase realisasi
pembiayaan untuk Peningkatan adalah hanya 23,06 % dari kebutuhan
menurut kondisi kerusakan vyaitu sebesar Rp. 6.739.158.508,40.
Skenario alokasi dana 25 % ketersediaan dana sebesar Rp.
11.243.377.284,20, persentase realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan
rutin tetap 100 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan
persentase realisasi pembiayaan untuk Pemeliharaan Berkala hanya
56,29 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan dan untuk
Peningkatan dan Rekonstruksi tidak mendapatkan anggaran. Skenario
alokasi dana berdasarkan kemampuan Pembantu UPT. Pengelolaan
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tuban sebesar Rp. 16.059.516.000,00
persentase realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan rutin tetap 100 %
dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan persentase
Pemeliharaan Berkala sebesar 38,82 % dari total kebutuhan dan
peningkatan jalan sebesar 23,20 %

35.000.000.000,00

30.000.000.000,00

25.000.000.000,00 M Penanganan 100 %
M Penanganan 75 %

20.000.000.000,00
Penanganan 50 %
15.000.000.000,00

MW Penanganan 25 %
10.000.000.000,00

B Kemampuan Anggaran

5.000.000.000,00

Ruti Berkal Peningkata Rekonstruksi
Jenis

Sumber : hasil analisis
Gambar 4.8 : Perbandingan Alokasi Dana Per Jenis Penanganan
untuk Setiap Skenario Alokasi Dana
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Tabel 4.18 Panjang Jalan setelah Penanganan Sesuai
survey Kondisi Jalan

Skenario Panjang Jalan
No Alokasi Dana | Sebelum | Sesudah Tidak

Tertangani
1 100% 81,580 81,580 -
2 75% 81,580 80,079 1,500
3 50% 81,580 78,579 3,000
4 25% 81,580 68,543 13,036
5 Kem.Anggaran 81,580 63,395 18,185

Sumber : hasil perhitungan

Hasil penerapan skenario alokasi dana terbatas pada penanganan
jalan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam skenario
alokasi dana 100% ketersediaan dana dihasilkan jalan dengan
kondisi baik sepanjang 81,580 km (100% panjang jalan dalam
daftar kebutuhan). Skenario alokasi dana 75% ketersediaan dana
menghasilkan jalan dengan kondisi baik sepanjang 80,079 km
(98,16 % panjang jalan sesuai kebutuhan). Jalan yang tidak
mendapat alokasi dana penanganan sesuai kondisi (1,500 km dari
panjang jalan keseluruhan), Skenario alokasi dana 50%
ketersediaan dana menghasilkan jalan dengan kondisi baik
sepanjang 78,579 km (96,32% panjang jalan dalam daftar
kebutuhan). Jalan yang tidak mendapat alokasi dana penanganan
sesuai kondisi (3,000 km panjang dari panjang jalan keseluruhan)
Skenario alokasi dana 25% ketersediaan dana menghasilkan jalan
dengan kondisi baik sepanjang 68,543 km ( 84,02 % panjang jalan
dalam daftar kebutuhan ). Jalan yang tidak mendapat alokasi dana
penanganan sesuai kondisi (13,036 km panjang jalan dari panjang
jalan keseluruhan). Skenario alokasi dana berdasarkan kemampuan
Pembantu UPT. PJJ bojonegoro di Tuban menghasilkan jalan
dengan kondisi baik sepanjang 63,395 km ( 77,71 % panjang jalan
dalam daftar kebutuhan ). Jalan yang tidak mendapat alokasi dana
penanganan sesuai kondisi (18,185 km panjang jalan dari panjang
jalan keseluruhan).



